[ SALINAN ]

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 91 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA BERBASIS KINERJA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

bahwa pengaturan mengenai pemberian tambahan
penghasilan bagi aparatur sipil negara telah
ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun
2025 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil
Negara Berbasis Kinerja;

bahwa guna  memberikan  perlindungan dan
penghargaan bagi aparatur sipil negara yang
terdampak penataan organisasi sehingga tidak
menyebabkan kerugian penghasilannya perlu diatur
dalam kebijakan pemberian tambahan penghasilan
aparatur sipil negara;

bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang
Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Berbasis
Kinerja;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang ...



Menetapkan
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3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang

Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7042);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5

Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 18);

9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2025

tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara
Berbasis Kinerja (Berita Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA
BERBASIS KINERJA.

Pasall ...



Diundangkan di
pada tanggal 30
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Pasal I
Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 dalam Peraturan Bupati
Sumedang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tambahan
Penghasilan Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja (Berita
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 9)
disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 40A sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

(1) ASN yang mengalami penurunan Kelas Jabatan akibat
penataan organisasi Perangkat Daerah diberikan TPP
sebesar jumlah yang diterima sesuai dengan kelas
jabatan sebelumnya.

(2) Ketentuan mengenai pemberian TPP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berakhir sampai dengan ASN
mendapatkan promosi atau mutasi kepegawaian.

Pasal II
1. Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40A Peraturan Bupati ini, mulai berlaku sejak
tanggal 1 Juni 2025.
2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam  Berita Daerah  Kabupaten
Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 30 September 2025
BUPATI SUMEDANG,
ttd
DONY AHMAD MUNIR

Sumedang
September 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN S

ttd

UMEDANG,

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 94

Salinan sesuai

dengan aslinyva

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
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